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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam
mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan
Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian
penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak
azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang
menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan
informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan
hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi
publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani
informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pemerintahan Kabupaten Bandung Melalui Dinas Kominfo Selaku PPID
Utama merupakan Perangkat daerah mandiri, mengacu pada pembentukan
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
yang mengawal jaminan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi
publik Melalui UU KIP ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan
keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan
peningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik. Pelaksanaan UU KIP telah memasuki
tahun ke-7 setelah 2 tahun pemberlakuan sejak pengundangannya pada 30
April 2008. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan tugas dan
fungsi sebagaimana yang diamanahkan UU KIP sejak 2009.
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Melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bandung Selaku PPID Utama
bersama Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
selaku PPID Pembantu khususnya pada tahun 2018 dalam menjalankan tugas
dan fungsinya didorong dan dimotivasi oleh visi yaitu “Memantapkan
kabupaten Bandung yang maju mandiri dan berdaya saing melalui tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersinergi pembangunan perdesaan
berlandaskan religius,kultural dan berwawasan lingkungan”. \isi tersebut
dijabarkan menjadi Pemerintahan yang mandiri

Melalui Motto Sabilulungan mewujudkan Pemerintahan daerah
Kabupaten Bandung yang kredibel yang artinya memiliki kapasitas, integritas,
pengaruh, dan kepercayaan publik. Disamping itu Pemerintah Kabupaten
Bandung Melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan berusaha ikut serta sebagai lkon dalam mewujudkan
peyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel yang artinya menjadi
simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi
menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan
partisipatif. Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yaitu “Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia” guna memperkuat kelembagaan Perangkat
daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing, serta “mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih “terhadap pelanggaran hak atas informasi,
mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, memastikan dan memfasilitasi
pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik, dan berperan aktif
dalam kegiatan nasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan
informasi.

Dasar Hukum

- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik;

- Instruksi Presiden Republik Indomesia No. 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab Bandung
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Peraturan Bupati Bandung No. 45 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan
Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati No 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum e-Govt
Peraturan Bupati No 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Infrastruktur
Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kelembagaan
dan SDM

Peraturan Bupati No 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Aplikasi
Peraturan Bupati No 105 Tahun 2016 tentang Masterplan TIK Kab
Bandung

Peraturan Bupati No 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Diskominfo

Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Melalui RPJMD Kabupaten

Bandung Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
membuat Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Dan pada Tahun 2018 dalam

hal keterbukaan informasi publik Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dan Pertanahan bersama dengan Dinas kominfo Kabupaten Bandung selaku

PPID Utama memiliki tujuan sebagai berikut:

1.

Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung khususnya di Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan untuk menghasilkan layanan Informasi
Publik yang berkualitas.

Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses
informasi publik.

Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi
publik.

Memberikan standar pelayanan informasi publik yang cepat, tepat,
dan sederhana.

Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Memperkuat kelembagaan Perangkat daerah yang mandiri dan kredibel
Memperkuat penanganan pelayanan Publik hak atas informasi

Berperan aktif dalam kegiatan nasional untuk memperkuat pelaksanaan
KIP
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BAB II
GAMBARAN UMUM

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik dan Kondisinya

Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten

Bandung

1.

Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi

yang datang langsung, PPID menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi

dengan :

- Meja Front Desk

- Laptop

- Printer

- Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan, dan tanda bukti
informasi publik.

2. Ruang Publik Akses Internet.

3. Penyedia Informasi Publik melalui Website bandungkab.go.id, dan

disperkimtan.bandungkab.go.id

Selain  melalui website (suara anda bandungkab.go.id dan
disperkimtan.bandungkab.go.id), pemohon juga dapat mengajukan
permohonan  melalui : Aplikasi E-Lapor dan  E-Mail
disperkimtan@bandungkab.go.id

Sumber Daya Manusia dan Kualifikasi

Sebagai penanggung jawab Pelayanan informasi publik di Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan adalah Sekretaris

Disperkimtan Selaku PPID Pembantu dan untuk Pelaksana Pengelola

Dokumentasi berada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berjumlah 1

orang,
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BAB il
ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan
dalam Rencana Kerja Anggaran, tahun anggaran 2018
Pelaksanaan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Pelaksana Pengelola
Dokumentasi dan Informasi Publik mengikuti kegiatan-kegiatan yang
diadakan oleh Diskominfo dan Humas Sekretariat Daerah diantara kegiatan
yang pernah diikuti adalah Bimtek Pengelola Website bandungkab.go.id,
Bimtek penggunaan aplikasi persuratan SiMAYA, Bimtek tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Bimtek penggunaan Aplikasi e-LAPOR,

BAB IV
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam meningkatkan pelayanan publik, Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan membuat Daftar Informasi Publik, Daftar Permohonon

Informasi dan Register Pelayanan Informasi Publik

1. Daftar Informasi Publik
Terlampir

2. Tabel Permohonan Informasi

Permohonan Info | Jan | Peb | Mar | Apr [ Mei | Juni | Juli Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jum
bandungkab.go.id

disperkimtan.bandu

ngkab.go.id (Suara 3 1 1 1 1 7
Anda)

e-mail disperkimtan 1 1 1

e-Lapor 1 2

JUMLAH 13
3. Register Permohonan Informasi Publik

Terlampir
Rekap Pemohon Data/lnformasi Publik
Terlampir




5. Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan
monitoring terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung

Soreang, Agustus 2019
Mengetahui

RO PR|D Pembantu




Lampiran
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG

1 Jemis
ai | Permohonan |

. Haridan | BiayadanCara
~ Tanggal |  Pembayaran

Meminta |
Salinan

~ Tujuan Penggunaan
~ Informasi

 Teruulis
_ Femberig
~ Informasi
Biaya
Cara

 Informasi yang Diminta
~ Alasan Penolaka

| Hardeopy | £
Melihat/
 Pemberitahumn |

| Mengetahui




REKAP PEMOHON DATA/ INFORMASI PUBLIK

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN BANDUNG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018

NO TANGGAL NAMA ALAMAT DARI REKOMENDAS| PENELITIAN BATAS WAKTU INFORMAS! YG DIMINTA MAKSUD DAN TUJUAN KET
1 01-Jan-18 Rini Soreang E- Lapor Perihal Taman Wilayah Soreang Permintaan Informasi
2 08-Jan-18 Panangian Sitinjak Kp Bojong buah RT 04/02 Katapang Kab Bandung | LSM Grasi Kab Bandung Data Rutilahu Tahun 2017 Sosial Kontrol di Lapangan
3 09-Jan-18 Siti Fatimatuzzahra Ji Dipati ukur No 35 L i jaj: 09/01/2018 09 Jan 2018 s/d |Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mencari Data

070/049/bakes-bangpol 28 Feb 2018 |Pemkab Bandung
4 19-Feb-18 Gian Muhamad Ramdan J AH ion No 105 Universitas Islam Negeri 19/02/2018 19 Feb 2018 s/d | Implementasi Program Rumah Tidak Layah Huni Pra Penelitian
Sunan Gunung Djati 070.1/392/bakes-bangpol 19 April 2018
5 22-Feb-18 Sri Mulyati JI Raya Km 21 Universitas Padjaj 22/02/2018 22 Feb 2018 s/d |Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Pra Penelitian
070.1/443/bakes-bangpol 20 Mei 2018  |Kab Bandung
6 27-Mar-18 Tina Hartiana Jalan T i No 6-8 Bandi Universitas Pasundan 22/02/2018 22 Feb 2018 s/d Laporan Keuangan Penelitian
070/456/bakes-bangpol 31 Mei 2018
T 09-Apr-18 Anonim Bandung E- Lapor Permeter P, Rabat Beton Permintaan Informasi
8 10-Apr-18 Siti Masitoh JAH ion No 105 B: Unis Islam Negeri 10/04/2018 10 April 2018 s/d Laporan Keuangan Penelitian
Sunan Gunung Djati 070/963/bakes-bangpol 31 Mei 2018
9 10-Apr-18 Agung Nur Alim J AH ion No 105 Bandt Universitas Islam Negeri 10/04/2018 10 April 2018 s/d Wawancara dan Permintaaan Data Pra Penelitian
Sunan Gunung Djati 070/969/bakes-bangpol 31 Mei 2018
10 10-Apr-18 Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng |JI. Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310 Direktur Pengairan dan Surat Permohonan Data terkait Program Citarum
Irigasi 3764/Dt.6.1/04/2018 ariin
. i g ; Universitas Islam B 09/04/2018 -
1 16-Apr-18 Febby Fitriani Ji No 1 lam A bong 09 April 2018 s/d Survey dan Penelitian
3 09 Mei 2018

12 20-Apr-18 Anonim Cimaung E- Lapor Permintaan Informasi

13 11-Mei-18 Dini Hanifah Cs JI Babakan Tiga No 82 Ciwidey Kab Bandung SMK Budhi Bhakti Ciwidey 09/05/2018 14 Mei 2018 s/d Praktek Kerja Lapangan
423.4/064/bakes-bangpol 14 juni 2018

14 21-Mei-18 Soni Ahkmad im,S.Sos JI Raya ds Km 21 L F 21/05/2018 21 Mei 2018 s/d |Model Perumahan Tipe Kecil Berbasis Interaksi Penelitian

070/1202/bakes-bangpol 30 Okt 2018  [Sosial di Kab Bandung

15 30-Mei-18 nur syifa Ji Cikutra No 204A Bandt L y 28/05/2018 28 Mei 2018 s/d i i dan P Aset Tetap Penelitian

070.1/1229/bakes-bangpol 31 Agst 2018 Te p Laporan K Pemkab Bandi

16 05-Jun-18 Yonathan Andri H CS Ji Dipatiukur No 102-116 Bandung Unikom 22/05/2018 22 Mei 2018 5/d i K istik dan Survey Data dan Informasi

070.1/1205/wasbang £ H 5 NEM |Gunalahan Studi Kasus Ciwidey Valley Resort
- dan Taman Hutan Raya

17 28-Agu-18 Heri Heryanto JI Karapitan No 116 K L Lang! 28/08/2018 28 Agst 2018 s/d i Kebijakan Air Limbah Penelitian

070/1991/wasbang 28 Okt 2018 |Domestik di Kabupaten Bandung

18 12-Sep-18 Koordinator Strategis Citarum Harum |JI. Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310 Email Dinas GIAIOUEA16a5618 Permohonan Informasi Kegiatan Citarum Harum -

- Tindak Lanjut Multilateral Meeting
19 14-Sep-18 Anggun Kurnia CS Ji Sayuran No 39 Cihampelas Kab Bandung Barat SMKN 1 Cihampelas 13/09/2018 08 Okt 2018 s/d Praktek Kerja Lapangan
4234/248/SMKNI-cadisdik.VI2018 31 Januari 2019
20 03-Now-18 Ahmad Nur Kholis Blitar Jawa Timur Email Dinas Pertanyaan Jadwal Ujian cpns 2018 _sman_m_w sebagai Calon
Infrastruktur
21 12-Des-18 Septian Nugroho JAH ion No 105 Universitas Islam Negeri 12/12/2018 12 Des 2018 s/d Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak
Sunan Gunung Djati 070/2288/bakesbangpol Penelitian

12 April 2019

Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan
P; Kab B:




